
Mengingat 

a. bahwa beberapa ketentuan mengenai Kebijakan 
Akuntansi Aset Tetap Nomor 09 dan Kebijakan 
Akuntansi Aset Lainnya Nomor 10 sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah 
Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 ten tang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574: 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 



Pasal2 
( 1) Peru bahan se bagaimana dimaksud pad a Pas al 1 

tercantum dalam : 
a. Lampiran I : Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset 

Tetap Nomor 09, yaitu ketentuan kebijakan 
akuntansi aset pada paragraf ketentuan pengeluaran 
setelah perolehan (subsequent expenditure); 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 34 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN SEKADAU. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati 
Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau diubah 
sebagaimana terlampir. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 
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KEPAlA BAGIAN HUKUM 
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TTD 

Diundangkan di Sekadau 
Pada tanggal 15 Mei 201 7 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 15 Mei 2017 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

b. Lampiran II : Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset 
Tetap Nomor 09, yaitu pada paragraf penyusutan; 

c. Lampiran III : Ketentuan dalam akuntansi aset 
lainnya nomor 10, ditambah pada paragraf 
Pengukuran dan diubah pada paragraf Amortisasi. 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



c. Restorasi adalah kegiatan perbaikan asset tetap yang rusak dengan tetap 
mempertahankan arsitekturnya. 

b. Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian 
bagian peralatan dan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, 
kualitas dan/ atau kapasitas. 

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap 
aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut, dengan 
ketentuan: 

a. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian 
bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas 
dan/ a tau kapasitas. 

Ketentuan kebijakan akuntansi aset tetap nomo 09 dalam paragraf ketentuan 
pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang 
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa 
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan 
standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang ditentukan. 

Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa 
suatu batasan jumlah biaya (capitalization tresholds) tertentu untuk dapat 
digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau 
tidak. 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 19 TAHUN 2017 
TANGGAL 15 MEI 2017 
PERIHAL PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI 
SEKADAU NO MOR 34 
TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN 
SEKADAU 



Persentase 
Renovasi/Restorasi/ Penambahan 

Uraian Jenis Overhaul dari Nilai Masa 
Perolehan (Diluar Manfaat(Tahun) 

Penyusutan) 
fl) (2) (3) (41 

1. ALAT BESAR 
>0% s.d. 30% 1 

Alat Besar Darat Overhaul >3b% s.d 45% 3 
>45% 5 

Alat Besar >0% s.d. 30% 1 
Overhaul >30% s.a 45% : Apung >45% -- 

l 

>0% s.d. 30% - Alat Bantu Overhaul >30% s.a 45% ~ 
>45% c 

ti. ALAT ANGKUTAN 
>0% s.d. 25% 1 

Alat Angkutan Overhaul >25% s.a 50% 2 
Darat Bermotor >5DC9o s.o 75% --· 3 

>75% 4 
Alat Angkutan >0% s.d. 25% u 

Overhaul >25% s.a 50% 1 Darat Tak >S-0°/o s.o 75% -- 1 Bermotor >75% ·- 1 
>0% s.d. 25% 2 

Alat Angkutan ~>'.;rs% s.a 50% - 3 
Apung Overhaul >SIT% s.o 75% - 

4 
>75% t 

Alat Anfkutan >0% s.d. 25% : 
>2""5<'.>Jo s.a 50% --· i - 

Apung ak Renovasi >50C9o s.a 75% 1 Bermotor >75% 2 
>0% s.d. 25% ... 

Alat Angkutan Overhaul >25% s.d 50% 6 
Bermotor Udara >5D% s.o 75% --- <; 

>'i5% --·-- 12 
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 

>0% s.d. 25% 1 -- Alat Bengkel Overhaul >2""5°/o s.a 50°70 2 
Bermesin >5"0% s.d 75% 3 

>75% 4 
>0% s.d. 25% 0 

Alat Bengkel Tak Renovasi >'.IS1Vo s.d 50% 0 
Bermesin >50% s.a 75% 1 

>75% -- 1 
>0% s.d. 25% 1 

Alat Ukur Overhaul >25% s.d 50% 2 
>5(5<)7o s.a 75% 2 - 

>75% 3 

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP 



(11 (21 (3) (4) 
4. ALAT PERTANIAN 

>0% s.ct. '.20% 1 
Alat Pengolahan Overhaul >2I% s.o 40% '.2 

>5I% - 5 
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 

>0% s.d. 25% 0 
Alat Kantor Overhaul >'.:r5% S.Q 50% 1 

>5IT% s.o 75% -- 
'.2 ~---· >75% -·-- 
;,j 

>0% s.d. '.25% u 
Alat Rumah Overhaul ->2"5"% s.ct 50% -- 1 
Tangga ->"$()% S.Q 75% '.2 

>75% -- 3 - 

6. ALAT SUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 
>0% s.d. '.25% 1 

Alat Studio Overhaul >25% S.Q 50% 1 
>50% s.d 75% 2 

>75% 3 
>0% s.d. 25% - l 

Alat Komunikasi Overhaul >'.I5% s.o 50% l 
>50% s.d 75% -·-·--- 

>75% 3 
>0% s.d. 25% 2 ........ _, 

Peralatan Overhaul >25% s.d 50% 3 
Pemancar - 

>50% s.d 75% 4 
>75% 5 

>0% s.d. 25% 2 Peralatan ·-- 
>25% s.d 50% 5 Komunikasi Overhaul >50% s.d 75% 7 Navigasi 

>75% 9 ~. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 
>0% s.d. 25% 0 -- 

Alat Kedokteran Overhaul >25% s.d 50% 1 -·-- 
>50% s.d 75% 2 

>75% 3 
>0% s.d. 25% 0 - 

Alat Kesehatan Overhaul >25% s.d 50% 1 
Um um -- 

>50% s.d 75% 2 - 
>75% 3 

8. ALAT LABORATORIUM 
>0% s.d. 25% 2 --- 

Unit Alat Overhaul >25% s.d 50% 3 
laboratorium --·-- 

>50% s.d 75% 4 
>75% 4 

>0% s.d. 25% 3 
Unit Alat >25% s.d 50% 5 laboratorium Overhaul - 
Kimia Nuklir >50% s.d 75% 7 - 

>75% 8 
>0% s.d. 25% 3 

Alat --- 
>25% s.d 50% 5 Laboratorium Overhaul >50% s.d 75% 7 Fisika ·- ·--- 

>75% 8 
>0% s.d. 25% 2 

Alat Proteksi >25% s.d 50% 4 radiasi / Proteksi Overhaul >50% s.d 75% 5 Lingkungan ---- 
>75% 5 



(1) (2) (3) (4) 
Radiation >0% s.d. 25% 2 
']foplication & >25% s.d 50% 4 on Destructive Overhaul - 
Testing >50% s.d 75% 5 
laboratory >75% 5 
Alat >0% s.d. 25% 1 ·- 
laboratorium Overhaul >25% s.d 50% 2 
Lingkungan >50% s.d 75% 3 Hid up >75% 4 

>0% s.d. 25% 3 
Peralatan - 

>25% s.d 50% 5 Laboratorium Overhaul - 
Hidrodinamica >50% s.d 75% 7 

>----· - 
>75% 8 

Alat >0% s.d. 25% 2 
laboratorium ·-·-- 

Standarisasi Overhaul >25% s.d 50% 4 
Kalibrasi & >50% s.d 75% 5 -- 
Instrumen tasi >75% 5 

9. ALATPERSENJATAAN 
>0% s.d. 25% 1 

Senjata Api Overhaul >25% s.d 50% 2 -- 
>50% s.d 75% 3 

>75% 4 
>0% s.d. 25% 0 --- 

Persenjataan Renovasi >25% s.d 50% 0 
Non Senjata Api >50% s.d 75% 1 

>75% 1 
>0% s.d. 25% 0 --·- 

Senjata Sinar Overhaul >25% s.d 50% 0 - 
>50% s.d 75% 0 

>75% 2 
>0% s.d. 25% 1 - 

Alat Khusus Overhaul >25% s.d 50% 1 
Kepolisian >50% s.d 75% 2 

-· - 
>75% 2 

10. KOMPUTER 
>0% s.d. 25% 1 --- 

Komputer Unit Overhaul >25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 

·---- 
>75% 2 

>0% s.d. 25% 1 
Peralatan Overhaul >25% s.d 50% 1 
Komputer - 

>50% s.d 75% 2 - 
>75% 2 

11. ALAT EKSPLORASI 
>0% s.d. 25% 1 

Alat Ekafilorasi Overhaul >25% s.d 50% 2 
--· Topogr 1 >50% s.d 75% 2 

>75% 3 
>0% s.d. 25% 2 - 

Alat Eksplorasi Overhaul >25% s.d 50% 4 --· 
Geofisika >50% s.d 75% 5 ·- 

>75% 5 



(1} (2} (3} (4} 
12. ALAT PENGEBORAN 

>0% s.d. 25% 2 
Alat Penge boran Overhaul >25% s.d 50% 4 
Me sin >50% s.d 75% 6 

>75% 7 
>0% s.d. 25% 0 --- 

Alat Pengeboran Renovasi >25% s.d 50% 1 - Non Mesm >50% s.d 75% 1 
>75% 2 

13. ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 
>0% s.d. 25% 0 

Sumur Renovasi >25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 ·- 

>75% 2 
>0% s.d. 25% 0 

Produksi Renovasi >25% s.d 50% 1 - 
>50% s.d 75% 1 

>75% 2 
>0% s.d. 25% 3 - 

Pengolahan dan Overhaul >25% s.d 50% 5 
Pemurnian >50% s.d 75% 7 

>75% 8 
14. ALAT BANTU EXPLORASI 

>0% s.d. 25% 2 
Alat Bantu Overhaul >25% s.d 50% 4 
Explorasi >50% s.d 75% 6 ---··- --- - 

>75% 7 
>0% s.d. 25% 2 

··- 
Alat Bantu Overhaul >25% s.d 50% 4 
Produksi -- 

>50% s.d 75% 6 
>75% 7 

15. ALAT KESELAMATAN KERJA 
>0% s.d. 25% 1 

Alat Deteksi Overhaul >25% s.d 50% 2 - 
>50% s.d 75% 2 

>75% 3 
>0% s.d. 25% 0 - 

Alat Pelindung Renovasi >25% s.d 50% 0 ---· 
>50% s.d 75% 1 -·-- 

>75% 2 
>0% s.d. 25% 0 

Alat Sar Renovasi >25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 

>75% 2 
>0% s.d. 25% 2 

Alat Kerja Overhaul >25% s.d 50% 3 -- Pen er bang >50% s.d 75% 4 
>75% 6 

16. ALATPERAGA 
>0% s.d. 25% 2 

Pelatihan dan Overhaul >25% s.d 50% 4 
Percontohan -- 

>50% s.d 75% 5 
-· 

>75% 5 



(1) (2) (3) (4) 
17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI 

>0% s.d. 25% 2 

Unit Peralatan 
Proses/ Produksi Overhaul >25% s.d 50% 3 

>50% s.d 75% 4 --·-· .. ··· -- 
>75% 4 

18. RAMBU-RAMBU 
>0% s.d. 25% 1 -- 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >25% s.d 50% 2 
Lintas Darat --- - 

>50% s.d 75% 3 
>75% 4 

>0% s.d. 25% 1 e-·-- -- 
Rambu-rambu Lalu Overhaul >25% s.d 50% 2 
Lin tas U dara ~-·- 

>50% s.d 75% 2 
>75% 4 

>0% s.d. 25% 1 -- 
Rambu-rambu Lalu Overhaul >25% s.d 50% 1 
Lintas Laut -·-· 

>50% s.d 75% 2 
>75% 2 

19. PERALATAN OLAH RAGA 
>0% s.d. 25% 1 -· 

Peralatan Olah Renovasi >25% s.d 50% 1 
Raga ---· --·- 

>50% s.d 75% 2 ---- 
>75% 2 

~o. BANGUNAN GEDUNG 
>0% s.d. 25% 5 

Bangunan Gedung Renovasi >25% s.d 50% 10 
Tempat Kerja ~--- -- 

>50% s.d 75% 15 
>75% 50 

Bangunan Gedung >0% s.d. 30% 5 
Renovasi >30% s.d 45% 10 Tempat Tinggal - 

>45% 15 
21. MONUMEN 

Candi/Tugu >0% s.d. 30% 5 
Renovasi >30% s.d 45% 10 Peringatan / Prasasti _ .. ---·- ·- 

>45% 15 
~2. BANGUNAN MENARA 

Bangunan Menara >0% s.d. 30% 5 - 

Perambuan Renovasi >30% s.d 45% 10 
>45% 15 

~3. TUGU TITIK KONTROL/PRASASTI 
>0% s.d. 30% 5 

Tugu/Tanda Batas 
···- 

Renovasi >30% s.d 45% 10 
>45% 15 

~4. JALAN DAN JEMBATAN 
>0% s.d. 30% 2 

Jalan -· Renovasi >30% s.d 60% 5 -· >60% 10 
>0% s.d. 30% 5 

Jembatan Renovasi >30% s.d 45% 10 
·-·--· 

>45% 15 
25. BANGUNAN AIR 

Bangunan Air 
>0% s.d. 5% 2 ~· -- 

Irigasi Renovasi >5% s.d 10% 5 
>10% 10 

·- 



fl) (2) (3) (4) 
Bangunan >0% s.d. 5% 2 - 
Pengairan Pasang Renovasi >5% s.d 10% 5 
Surut >10% 10 
Bangunan >0% s.d. 5% 1 

-· Pengembangan Renovasi >5% s.d 10% 3 
Rawa dan Polder >10% 5 
Bangunan >0% s.d. 5% 1 Pengaman --- 
Sungai / Pan tai & Renovasi >5% s.d 10% 2 
Penanggulangan >10% 3 Bencana Alam 
Bangunan >0% s.d. 5% 1 
Pengembangan Renovasi >5% s.d 10% 2 Sumber air dan 
Tan ah >10% 3 

Bangunan Air >0% s.d. 30% 5 
Renovasi >30% s.d 45% 10 Bersih / Air Baku --- ---- 

>45% 15 
>0% s.d. 30% 5 

Bangunan Air Kotor 
_ ... 

Renovasi >30% s.d 45% 10 
>45% 15 

26. INSTALASI 

Instalasi Air >0% s.d. 30% 2 
Bersih/ Air baku Renovasi >30% s.d 45% 7 

>45% 10 
>0% s.d. 30% 2 

Instalasi Air Kotor Renovasi >30% s.d 45% 7 - --- 
>45% 10 

lnstalasi >0% s.d. 30% 1 -·-·- 
Pengelolahan Renovasi >30% s.d 45% 3 
Sampah ,___ - -- 

>45% 5 
Instalasi >0% s.d. 30% 1 
Pengolahan Bahan Renovasi >30% s.d 45% 3 
Ban gun an ~--- -- 

>45% 5 

Instalasi 
>0% s.d. 30% 5 

Pembangkit Listrik Renovasi >30% s.d 45% 10 
>45% 15 

lnstalasi gardu 
>0% s.d. 30% 5 -- 

Listrik Renovasi >30% s.d 45% 10 
>45% 15 

Instalasi 
>0% s.d. 30% 1 

Pertahanan Renovasi >30% s.d 45% 3 
>45% 5 

>0% s.d. 30% 5 
lnstalasi gas Renovasi >30% s.d 45% 10 

>45% 15 
>0% s.d. 30% 1 

Instalasi Pengaman Renovasi >30% s.d 45% 1 - 
>45% 3 

>0% s.d. 30% 1 - 
Instalasi Lain Renovasi >30% s.d 45% 1 

>45% s.d 65% 3 
27. JARINGAN 

>0% s.d. 30% 2 ---- 
Jaringan air Minum Overhaul >30% s.d 45% 7 

>45% 10 



(1) (2) (3) (4) 

>0% s.d. 30% 5 -- 
Jaringan Listrik Overhaul >30% s.d 45% 10 -- --- 

>45% 15 
>0% s.d. 30% 2 --- 

Jaringan Telepon Overhaul >30% s.d 45% 5 - 
>45% 10 

>0% s.d. 30% 2 ---- 
J aringan Gas Overhaul >30% s.d 45% 7 ---- 

>45% 10 
>0% s.d. 25% 1 

MM•- 

Alat Musik Overhaul >25% s.d 50% 1 
Modern/Band - 

>50% s.d 75% 2 
>75% 2 

28. ASET TETAP DALAM RENOVASI 
Peralatan dan 
Mesin dalam Overhaul >0% 2 
Renovasi 
Gedung dan >0% s.d. 30% 5 
bangunan dalam Renovasi >30% s.d 45% 10 
Renovasi >45% 15 
Jarujan Irigasi 
dan aringan Renovasi/ Overhaul >0% 5 
dalam Renovasi 



Ketentuan kebijakan aset tetap nomor 09 dalam paragraf penyusutan diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat 

disusutkan ( depreciable asset ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan 
sebagaiman tercantum dalam tabel masa manfaat dimaksud tidak dapat dilakukan 
penambahan, kecuali dalam hal: 

a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap; 
b. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau 

kapasitas manfaat; atau 
c. Terdapat kekeliruan dalam penatapan masa manfaat aset tetap yang baru 

diketahui dikemudian hari. 
Akumulasi sisa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana 

dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis tidak dapat 
melebihi tabel masa manfaat aset tetap. 

Penambahan masa manfaat sebagaimana dampak dari pengembangan nilai 
aset atas aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya diperhitungkan pada akhir 
periode penyusutan berikutnya. 

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). 
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang 

nilai aset tetap yang dicatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 
operasional. 

Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak 

disusutkan. 
Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan secara bertahap setelah 

penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Daerah selesai dilaksanakan. 
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Masa 
Kodefikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 ASETTETAP 
1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 

1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 

1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

1 3 2 11 Alat Ukur 5 

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan 4 
Pertanian 

1 3 2 14 Alat Kantor 5 

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 

1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 

1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

1 3 2 18 Alat Studio 5 

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 

1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15 
Elektronika 

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive 10 
Testing Laboratory (BATAM) 

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 

1 3 2 31 Senjata Api 10 

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 



Masa 
Kodefikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 

1 3 3 Gedung dan Bangunan 
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 
1 3 3 03 Bangunan Menara 40 
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 
1 3 3 06 Candi 50 
1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 
1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 
1 3 3 10 Ram bu-Ram bu 50 
1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1 3 4 01 Jalan 10 
1 3 4 02 Jembatan 50 
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10 

Penanggulangan Bencana Alam 
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 30 

AirTanah 

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih / Baku 40 
1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 
1 3 4 10 Bangunan Air 40 
1 3 4 11 Instalasi Air Min um/ Air Bersih 30 
1 3 4 12 lnstalasi Air Kotor 30 
1 3 4 13 lnstalasi Pengolahan Sampah 10 
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 
1 3 4 15 lnstalasi Pembangkit Listrik 40 
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 
1 3 4 17 lnstalasi Pertahanan 30 
1 3 4 18 Instalasi Gas 30 
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 



Masa 
Kodefikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 

1 3 4 22 J aringan Telepon 20 

1 3 4 23 Jaringan Gas 30 



Amortisasi per periode 
Nilai yang dapat diamortisasi 

= Masa Manfaat. 

Sedangkan dalam paragraf amortisasi diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang 

dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Aset tak 

berwujud yang menjadi obyek amortisasi adalah aset tak berwujud yang masa 

manfaatnya terbatas (definite life) dan telah memenuhi kriteria, prinsip pengakuan, 

dan prinsip pengukuran aset tak berwujud. 
Aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas (indefinite life) tidak 

dilakukan amortisasi. 
Amortisasi Aset Tak Berwujud menggunakan metode gans lurus dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud 

secara merata setiap periode Masa Manfaat. 
Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai 

Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: 

Ketentuan dalam akuntansi aset lainnya nomor 10, ditambah dan diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pada paragraf pengukuran, ketentuan angka 4 (empat) ditambah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain 

adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai 

tercatat. 
Masa manfaat dan metode perhitungan penyusutan aset tetap yang 

direklasifikasi ke aset lain-lain berlaku mutatis mutandis terhadap Masa manfaat 

dan metode perhitungan penyusutan aset tetap pada Akuntansi Aset Tetap Nomor 

09. 
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>alinan Sesuai dengan astlnya 
KEPALA BAGIAN HUKm 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2. 

BUPATI SEKADAU, 

ITD 
RUPINUS 

Keterangan : 
* : Masa manfaat Tak Terbatas. 
** : Masa manfaat sesuai dokumen sumber. 

Uraian Masa Manfaat 

2 3 

Aset Tak Berwujud 

Sofware/ Aplikasi 

Sofware/ Aplikasi * 
Hak Cipta dan Paten 

Hak Cipta ** 

Paten ** 

Lisensi dan Franchise 

Lisensi ** 
Franchise ** 

Hasil Kajian/ Penelitian 

Hasil Kajian/ Penelitian ** 

TABEL MASA MANFAAT 


